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PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUNARYAT SALEH Alias YAYAT Bin
HARDI;

Tempat lahir : Karang Agung;

Umur/tanggal lahir 20 Tahun/23 Oktober 2000;

Jenis kelamin . Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : JI. Aspiragus RT 017 RW 006 Desa

Karang Agung Kec. Tanjung Palas Utara

Kab. Bulungan;
Agama . Islam;
Pekerjaan . Sopir/Wiraswasta,;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021,

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021
sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Selor sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor
sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15
September 2021;

6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tanjung Selor sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15
Oktober 2021;

7. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November
2021;

8. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor
sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H.
M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. yang beralamat di JI. Bismillah (PPABRI) Rt 19

No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan
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Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi
Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal
11 Oktober 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor  Nomor
195/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Oktober
2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUNARYAT SALEH Alias YAYAT Bin HARDI telah terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak
pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SUNARYAT SALEH Alias YAYAT Bin
HARDI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda
sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah tetap ditahan.

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu

yang beratnya 1,20 (satu koma dua puluh) gram

1 (satu) buah celana kain warna cream

1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna merah putih

1 (satu) buah Handphone merek samsung warna gold dengan no Hp
081347258464 dengan no Imei 353635/09/709386/4

Dirampas Untuk Dimusnahkan
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5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU
Bahwa ia terdakwa SUNARYAT SALEH Alias YAYAT Bin HARDI bersama-sama
dengan terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin GUTOMO (dalam penuntutan
terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 21.30 Wita atau
sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk
dalam bulan Mei 2021 bertempat di JIn Melati Desa Karang Agung Kec. Tanjung
Palas Utara Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor
yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, “Percobaan atau
permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan |, perbuatan tersebut dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 12.00 wita
terdakwa didatangi oleh Sdr.GOZALI di bengkel Sp.2 untuk meminta kepada
terdakwa menjualkan sabu sebanyak 2 bungkus yang beratnya kurang lebih
2. Selanjutnya Sdr.GOZALI mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu
tersebut seharga Rp.2.400.000,- dan setelah laku serahkan uangnya kepada
Sdr.IBRAHIM.

- Selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa dihubungi
oleh Sdr.JEKI dan menanyakan “apakah ada barangmu, kalau ada saya
mau” lalu terdakwa mengatakan “ada”. Kemudian terdakwa dan Sdr.JEKI
janjian bertemu didepan SMP MTS Jl.Melati.

- Bahwa sebelum terdakwa tiba di SMP MTS jl. Melati terdakwa diamankan
oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang
bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika
jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna yang disimpan didalam kantong

celana depan sebelah kanan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan menjual 1 gram sabu tersebut kepada Sdr.JEKI
dengan harga Rp.1.300.000,- pergram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 25/I1L/11075/1/2021,
tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan
cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu

dengan hasil sebagai berikut :

. Berat Berat .
No Jenis Barang Berat bersih
Kotor Pembungkus
1. | 3 (tiga) paket sabu +| 1,20 gram 0,69 gram 0,51 gram
plastic

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab : 05728/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan
BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda
tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA
JATIM

- 04155/2021/NNF adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam
golongan | (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-Undang Republik
Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam
jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114

Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUNARYAT SALEH Alias YAYAT Bin HARDI bersama-sama

dengan terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin GUTOMO (dalam penuntutan

terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 21.30 Wita atau
sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk
dalam bulan Mei 2021 bertempat di JIn Melati Desa Karang Agung Kec. Tanjung

Palas Utara Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor
yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa “Percobaan atau
permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
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- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 12.00 wita
terdakwa didatangi oleh Sdr.GOZALI di bengkel Sp.2 untuk meminta kepada
terdakwa menjualkan sabu sebanyak 2 bungkus yang beratnya kurang lebih
2. Selanjutnya Sdr.GOZALI mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu
tersebut seharga Rp.2.400.000,- dan setelah laku serahkan uangnya kepada
Sdr.IBRAHIM.

- Selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa dihubungi
oleh Sdr.JEKI dan menanyakan “apakah ada barangmu, kalau ada saya
mau” lalu terdakwa mengatakan “ada”. Kemudian terdakwa dan Sdr.JEKI
janjian bertemu didepan SMP MTS Jl.Melati.

- Bahwa sebelum terdakwa tiba di SMP MTS jl. Melati terdakwa diamankan
oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang
bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika
jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna yang disimpan didalam kantong
celana depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa akan menjual 1 gram sabu tersebut kepada Sdr.JEKI
dengan harga Rp.1.300.000,- pergram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 25/IL/11075/1/2021,
tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan
cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu

dengan hasil sebagai berikut :

. Berat Berat .
No Jenis Barang Berat bersih
Kotor Pembungkus
1. | 3 (tiga) paket sabu +| 1,20 gram 0,69 gram 0,51 gram
plastic

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab : 05728/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan
BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda
tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA
JATIM

- 04155/2021/NNF adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam
golongan | (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-Undang Republik
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam

jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu.
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112
Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat
dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Rahmad Said Bin Said, di depan persidangan di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa terkait narkotika pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 sekira
pukul 22.30 WITA di JI. Melati Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas
Utara Kab. Bulungan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan
terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi
narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana kain warna cream, 1 (satu) buah
kotak rokok merek sampoerna warna merah putih, 1 (satu) buah
Handphone merek samsung warna gold dengan no Hp 081347258464
dengan no Imei 353634/09/709386/4;

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari sdr. Muhamad Ghazali yang
berada di Sekatak dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh seharga Rp2.400.000,00 (dua juta
empat ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) sebanyak 2 (dua bungkus) dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu-sabu
tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada
pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Hermanus Anak dari Paulus, di depan persidangan di bawah janji pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa terkait narkotika pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 sekira
pukul 22.30 WITA di JI. Melati Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas
Utara Kab. Bulungan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan
terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana kain warna cream, 1 (satu) buah
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kotak rokok merek sampoerna warna merah putih, 1 (satu) buah
Handphone merek samsung warna gold dengan no Hp 081347258464
dengan no Imei 353634/09/709386/4;

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari sdr. Muhamad Ghazali yang
berada di Sekatak dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh seharga Rp2.400.000,00 (dua juta
empat ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) sebanyak 2 (dua bungkus) dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu-sabu
tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada
pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Mohamad Gozali, di depan persidangan di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait
narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal tanggal 17 Mei 2021
sekitar pukul 23.00 WITA di rumah kontrakan Saksi di jalan Simar Desa
Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 12.00
WITA Saksi berencana ke SP 2 Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan
untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta sdr. lbrahim
untuk dicarikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian sdr Ibrahim pergi
untuk mencari sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi ada
membawa sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000 (dua
juta empat ratus ribu rupiah) setelah ada uangnya langsung kabari sdr
Ibrahim, setelah menyerahkan sabu Saksi langsung kembali ke Sekatak;

- Bahwa hasil dari menjual sabu, rencananya Saksi bagi dua dengan
Terdakwa dan keuntungan Saksi menjual sabu Saksi gunakan untuk
kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada
pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 sekira
pukul 22.30 WITA di JI. Melati Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas Utara
Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap
Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis
sabu, 1 (satu) buah celana kain warna cream, 1 (satu) buah kotak rokok
merek sampoerna warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone merek
samsung warna gold dengan no Hp 081347258464 dengan no Imei
353634/09/709386/4;

- Bahwa awalnya Saksi Mohamad Gozali datang kebengkel tempat Terdakwa
nongkrong dan menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Mohamad
Gozali memiliki barang jenis sabu dan menyuruh Terdakwa menjualkan
barang tersebut;

- Bahwa Saksi Mohamad Gozali memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek
sampoerna warna merah putih dan mengatakan ada 2 (dua) bungkus plastik
jenis sabu didalamnya dengan berat 2 (dua) gram dengan harga
Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan menjual kepada sdr. Jeki sebanyak 1 (satu) gram
dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi
sebelum Terdakwa menjualnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Mohamad Gozali sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada
Terdakwa untuk dijual, yang pertama sekitar tanggal 14 bulan Mei 2021 hari
Jumat sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) dan sudah dijual, yang kedua pada hari Senin
Tanggal 17 Mei 2021 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.400.000,00
(dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut

Umum:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 134/IL/11075/V/2021
tanggal 21 Mei 2021, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei
2021, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)
paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol)
gram, berat pembungkus 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat
bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistk No. Lab.
05728/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa
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Timur pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan Bahwa
barang bukti dengan nomor 11761/2021/NNF seperti tersebut dalam (1)
adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan | Nomor urut
61 Lampiran | Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 3 (tiga) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua
nol) gram, berat pembungkus 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat
bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- 1 (satu) buah celana kain warna cream;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna merah putih;

- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna gold dengan no Hp
081347258464 dengan no Imei 353635/09/709386/4;

Barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku dan Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga

dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 sekira
pukul 22.30 WITA di JI. Melati Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas Utara
Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap
Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis
sabu, 1 (satu) buah celana kain warna cream, 1 (satu) buah kotak rokok
merek sampoerna warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone merek
samsung warna gold dengan no Hp 081347258464 dengan no Imei
353634/09/709386/4;

- Bahwa awalnya Saksi Mohamad Gozali datang ke bengkel tempat Terdakwa
nongkrong dan menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Mohamad
Gozali memiliki barang jenis sabu dan menyuruh Terdakwa menjualkan
barang tersebut;

- Bahwa Saksi Mohamad Gozali memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek
sampoerna warna merah putih dan mengatakan ada 2 (dua) bungkus plastik
jenis sabu didalamnya dengan berat 2 (dua) gram dengan harga
Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
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- Bahwa Terdakwa akan menjual kepada sdr. Jeki sebanyak 1 (satu) gram
dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi
sebelum Terdakwa menjualnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :
134/IL/11075/Vv/2021 tanggal 21 Mei 2021, disebutkan bahwa pada hari
Jumat tanggal 21 Mei 2021, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis
sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,20
(satu koma dua nol) gram, berat pembungkus 0,69 (nol koma enam
sembilan) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab. : 05728/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda
Jawa Timur pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan Bahwa
barang bukti dengan nomor 11761/2021/NNF seperti tersebut dalam (1)
adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan | Nomor urut
61 Lampiran | Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan
relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini,
untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup
dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan
dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah
melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu
apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang
didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum,
maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan
fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak
memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat
dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van
Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara
alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari
ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti
dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
merupakan pencurian ataukah penadahan ;

2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang
akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya
telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan
alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu
sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang
akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal
pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (keuze tenlastelegging);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis
Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan
dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua
dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang
dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan
dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang
terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu
melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
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3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.l. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (subjectum juris)
yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana
yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut
Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan
kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut
Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya
dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang
didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini
diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah
benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan
Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan
yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal
menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum
sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUNARYAT SALEH Alias YAYAT
Bin HARDI di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa
sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar
identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum
maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti,
dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana
halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk,
serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya,
sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari
suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
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a.d.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum™;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk
dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan
dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan
menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum
menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan
hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak”
saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah
orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen
resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin ,
surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutkan akan dipertimbangkan unsur “melawan
hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum
(wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum
adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak
disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata
“melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan
sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini
mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini
apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau
melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis
tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan | telah
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud
dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan
adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan
pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang

dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum
yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi,
badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas
Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga
Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum
atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta
persidangan, bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa
tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan
pekerjaan Terdakwa, maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan
hukum telah terpenuhi”;

a.d.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan
Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi
Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika
Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya
alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka
untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara
alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga
untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara
kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu
kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan
Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,
dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena
kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat
adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat
untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,
menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu
organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana
Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan
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dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada
tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam
Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari
perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua
atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan
atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana
sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-
pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun
dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan
kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan
untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan
maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu
kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,
menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-
tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli
dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan
uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan
harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga
barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena
pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi
miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara
dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli
dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar
dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat
pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan
Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 sekira
pukul 22.30 WITA di JI. Melati Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas Utara

Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
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- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap
Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis
sabu, 1 (satu) buah celana kain warna cream, 1 (satu) buah kotak rokok
merek sampoerna warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone merek
samsung warna gold dengan no Hp 081347258464 dengan no Imei
353634/09/709386/4;

- Bahwa awalnya Saksi Mohamad Gozali datang ke bengkel tempat Terdakwa
nongkrong dan menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Mohamad
Gozali memiliki barang jenis sabu dan menyuruh Terdakwa menjualkan
barang tersebut;

- Bahwa Saksi Mohamad Gozali memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek
sampoerna warna merah putih dan mengatakan ada 2 (dua) bungkus plastik
jenis sabu didalamnya dengan berat 2 (dua) gram dengan harga
Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan menjual kepada sdr. Jeki sebanyak 1 (satu) gram
dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi
sebelum Terdakwa menjualnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :
134/IL/11075/Vv/2021 tanggal 21 Mei 2021, disebutkan bahwa pada hari
Jumat tanggal 21 Mei 2021, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis
sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,20
(satu koma dua nol) gram, berat pembungkus 0,69 (nol koma enam
sembilan) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab. : 05728/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda
Jawa Timur pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan Bahwa
barang bukti dengan nomor 11761/2021/NNF seperti tersebut dalam (1)
adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan | Nomor urut
61 Lampiran | Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau telah terbukti

Terdakwa telah melakukan percobaan dan permukatan jahat menjual narkotika

didasarkan pada bahwa Saksi Mohamad Gozali memberikan 1 (satu) buah

kotak rokok merek sampoerna warna merah putih dan mengatakan ada 2 (dua)
bungkus plastik jenis sabu didalamnya dengan berat 2 (dua) gram dengan
harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bahwa kemudian

Terdakwa akan menjual kepada sdr. Jeki sebanyak 1 (satu) gram dengan harga
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Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi sebelum Terdakwa
menjualnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, maka dengan demikian
“Unsur Melakukan Percobaan Dan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika
Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo.
Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis
Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan
perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya
dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai
alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai
dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132
Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai
Dakwaan Pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif
antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain
akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan
menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam
amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
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3 (tiga) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua
nol) gram, berat pembungkus 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat
bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- 1 (satu) buah celana kain warna cream;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna merah putih;

- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna gold dengan no Hp

081347258464 dengan no Imei 353635/09/709386/4;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa,;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan

peredaran Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYAT SALEH Alias YAYAT Bin HARDI tersebut
di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Percobaan dan
Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam
Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARYAT SALEH Alias YAYAT Bin

HARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

6 (enam) bulan;
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3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua
nol) gram, berat pembungkus 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan
berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- 1 (satu) buah celana kain warna cream;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna merah putih;

-1 (satu) buah Handphone merek samsung warna gold dengan no Hp
081347258464 dengan no Imei 353635/09/709386/4;

Dirampas untuk dimusnhahkan,;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 15 November 2021,
oleh kami Christofer, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mifta Holis Nasution,
S.H. dan Joshua Agustha, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi
oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochamad
Avif, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Muh.
Faizal A.F.K. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan
dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa,;

Hakim - Hakim Anggota Hakim Ketua

Mifta Holis Nasution, S.H. Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.
Panitera Pengganti

Randy Mochamad Avif, S.H.
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